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Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pelaksanaan Kebijakan
Pengembangan Agama Idam terhadap Koordinasi Penyuluh dengan Pengawas
Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan
Agama Idam. Metodologi yang digunakan dalam kgjian ini adalah andisis
desrkiftif dengan teknik survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan iaah
angket, wawancara, observasi, dan studi dukumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis statistik dengan model andlisis jalur (path anaysis).
Lokas pendlitian ialah di Kecamtan Kadungora, Leuwigoong, Cibiuk dan Cilawu
dengan jumlah responden 65 orang. Hasil kajian dari pendlitian ini menunjukkan
bahwa pelaksanaan kebijakan Pengembangan Agama Islam berpengaruh secara
positif terhadap Koordinasi Penyuluh Agama Islam dengan Pengawas Pendidikan
Agama |dam dalam upaya Meningkatkan Efektivitas Program Pendidikan Agama
Isam. Dengan kata lain untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan
agama |dlam maka pelaksanaan kebijakan agama Islam dan koordinasi penyuluh
dengan pengawas harus ditingkatkan pula..

Kata kunci: efektivitas program; koordinasi; pel aksanaan kebijakan

1 Pendahuluan

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena berorientasi pada peningkatan
kualitas sumber daya manusia termasuk Pendidikan Agama Islam. Pendidikan merupakan suatu
proses transformasi nilai-nilai budaya sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke
generas yang lain.

Berdasarkan keputusan Menteri Negara koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa tugas pokok Penyuluh
Agama ada ah mel akukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan
pembangunan melalui bahasa agama. Hal ini menunjukan bahwa penyuluh agama sebagai wakil
pemerintah dalam membina umat menuju kebahagian yang hakiki.

Dalam pelaksanaan tugasnya penyuluh agama Islam tidak terlepas dari kebijakan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam ha berkoordinasi dengan pengawas pendidikan
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agama |slam demi terwujudnya generasi muda yang beriman, berilmu dan berakhlakul karimah
sesual tujuan bersama. Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai dan gjaran Issam masih perlu
ditingkatkan. Dan ini menjadi tanggungj awab sertakewajiban bersamabagi setiap mudlim, ulama
dan tokoh agama, serta pemerintah.

Seperti halnya di Kecamatan Kadungora, Leuwigoong, Cibiuk dan Cilawu, belum maksimalnya
pelaksanaan kebijakan pengembangan agama Idam menjadi salah satu penyebab kurangnya
koordinasi antarapenyuluh agama|slam dengan pengawas pendidikan agamalslam dan berimbas
pada belum efektifnya program pendidikan agamalslam.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam artikel ini akan membahas tentang “Pel aksanaan
Kebijakan Pengembangan Agama Idam terhadap Koordinas Penyuluh dengan Pengawas
Pendidikan Agama Islam untuk Mewujudkan Efektivitas Program Pendidikan Agamalslam”.

2 M etodologi

Dalam penelitian ini, untuk mengungkapkan permasalahan serta mengkaji dan menganaisis
hubungan kausal efektual antar variabel yang menjadi fokus penelitian, maka metode yang akan
digunakan adalah metode penelitian andisis deskriptif dengan teknik survey.

Populas dalam penelitian ini adalah para penyuluh agma dan pengawas pendidikan agamalslam
di Kecamatan Kadungora, Leuwigoong, Cibiuk dan Cilawu sebanyak 65 orang. Semua populasi
dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi
lapangan melalui angket, observas dan wawancara. Teknik anadlisis data yang digunakan adal ah
analisis statistik dengan model andisisjalur (path analysis).

Untuk melihat kondis objektif ada objek penelitian. Peneliti menetapkan operasionalisasi
variabel pendlitian, yang disusun untuk memudahkan langkah-langkah dalam menjaring dan
mengumpulkan data yang diperoleh dari responden sesuai dengan teori-teori, konsep-konsep,
proposisi-proposisi, dan asumsi-asums dari variabel-variabel penelitian penelitian yang
ditetapkan. Adapun operasionaisas variabel pendlitian ini adalah sebagai berikut:

Tabd 1. Operasionaisas Variabel Pendlitian

No Variabel Dimensi Indikator

1 | Pelaksanaan Kebijakan 1. Komunikasi Materi
Pengembangan Agama |slam Metode penyampaian
(X). (Iskandar, 2015) Sumber komunikasi
Fungsi organisasi
Komposisi
Hirarki
Peraturan-peraturan
Manusia
Fasilitas
Keuangan
Kognitif
Afektif
Psikomotorik

2. Struktur Birokrasi

3. Sumber Daya

4. Sikap Aparatur

poppoeecoT Moo
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No Variabel Dimens Indikator
2 | Koordinasi Penyuluh Agama | 1. Sense of cooperation a.  Kesamaan bidang
Islam dengan Pengawas b. Rasasepenanggungan
Pendidikan Agama ldlam (Y) 2. Kompetisi a. Interna
(Hasibuan, 2012) b. Eksternal
3. Semangat a. Motivas
b. Kinerja
4. Esprit de corps a. Saling menghargai
b. Saling mendukung
c. Saling memahami
3 | Efektivitas Program 1. Optimasi Tujuan a. Kegelasan tujuan
Pendidikan Agama ldlam (2) b. Kejelasan strategi
(Richard, 2010) pencapaian tujuan
2. Perspektif Sistem a. Interaksi organisasi
b. Hubungan antar
komponen
3. Tekanan Terhadap a.  Kepatuhan terhadap
Perilaku norma
b. Kontrol

3 Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasl Pendlitian

Penelitian ini menguji fakta empiris tentang pengaruh pelaksanaan kebijakan pengembangan
agma |dam terhadap koordinasi penyuluh agama Isam dengan pengawas pendidikan agama

Islam untuk mewujudkan efektivitas program pendidikan agama Idam. Paradigma pendlitian
yang dianalisis disgjikan pada gambar berikut:

O
l Py Pez

Koordinasi Penyuluh
Kebijakan Pengembangan Py Agama Islam dengan Py Efektivitas Program
Agama Islam Pengawas Pendidikan Pendidikan Agama Islam
(X) Agama Islam (Z)
)
A
Pzx

Gambar 1. Paradigma penelitian

Hasil penelitian menyajikan hasil perhitungan statistika, disgjikan padatabel berikut:

Tabel 2 Hasil perhitungan andlisa statistika
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. . Koefisien ; . Makna

Hipotesis Utama jalur Fhitung Ftabe determinan hubungan
Pelaksanaan Kebijakan
Pengembangan Agama lslam
terhadap Koordinasi Penyuluh
Agamalslam untuk 0, 6688 10,0693 1,52109 0,3322 Signifikan
Mewujudkan Efektivitas
Program Pendidikan Agama
Islam

. . Koefisien . g Makna
Sub Hipotesis jalur thitung ttabel determinan hubungan
Pelaksanaan Kebijakan
Pengembangan Agama lslam S
terhadap K oordinasi Penyuluh 0,3260 5,5206 1,9996 0,6740 Signifikan
Agamalslam
Pel aksanaan K ebijakan
Pengembangan Agama lslam Tidak
terhadap Efektivitas Program 0,0121 0,2709 1,999 0,0346 Signifikan
Pendidikan Agama lslam
Koordinasi Penyuluh Agama
Islam terhadap Efektivitas g
Program Pendidikan Agama 0,3191 4,3378 1,9996 0,6809 Signifikan
Islam

Berdasarkan hasil perhitungan statistika dengan analisis jalur, maka ditemukan fakta bahwa
secara simultan Pelaksanaan K ebijakan Pengembangan Agama Islam berpengaruh secara positif
dan signifikan terhadap Koordinas Penyuluh Agama Idam untuk Mewujudkan Efektivitas
Program Pendidikan Agama Islam

3.2 Pembahasan

Model analisis pembahasan yang digunakan padaartikel ini mengacu padakonsep yang diusulkan
oleh Ramdhani & Ramdhani (2014) dan Ramdhani, et. a. (2014), sehingga fakta-fakta emipiris
hasil penelitian dapat diklarifikasi dengan konsep dan/ atau teori yang berkenaan dengan tema
penelitian.

Istilah “kebijakan” merupakan terjemahan dari kata “policy” dalam bahasa inggris, yang berarti
mengurus masalah atau kepentingan umum, atau berarti juga administras pemerintahan.
Kebijakan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan
secara subjektif.

Menurut KBBI kebijakan adal ah rangkai an konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana
dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tetang perintah, organisasi,
dan sebagainya). Sedangkan menurut Edi Sudarto (2013) menyatakan bahwa kebijakan adalah
suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat
secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selain itu menurut Budiardjo (1988) kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh

seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk
mencapai tujuan tersebut. Kebijakan juga merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi
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pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara
bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta,
sertaindividu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan
atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak
penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh
hasil yang diinginkan.

Kebijakan dapat diwujudkan dengan cara; Pembuatan Peraturan UU, Perencanaan Kegiatan,
Anekaintervens terhadap ekonomi/sosial masyarakat. Karenakebijakan itu merupakan tindakan
dan keputusan pemerintah maka kebijakan tersebut dicirikan dengan kekuasaan yang didominasi
oleh pemerintah serta sesuai hukum dan wewenang pemerintah.

Berkaitan dengan keberhasilan implementas kebijakan, Edward Il (dalam Iskandar, 2015)
mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau berhasil tidaknya
suatu kebijakan yaitu: 1) Komunikasi; 2) Struktur Birokrasi, 3) Sumber daya; dan 4) Sikap
aparatur. Pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan
publik melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada
suatu sistem tertentu (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Oleh karenanya kebijakan pengembangan agama itu sendiri mengacu pada kebijakan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah khususnya Depertemen Agama yang nantinya diselaraskan dengan
tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah. Menurut Hasibuan (2012), koordinasi adalah
kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan
pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Handoko (2013), kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan
komunikasi dalam pel aksanaan tugas dan dergjat saling ketergantungan bermacam-macam satuan
pelaksananya. Komunikasi dalam pandangan Ramdhani dan Suryadi (2005) dapat diterjemahkan
sebagai polainteraks antar manusia untuk menemukan titik kepemahaman yang bermuara pada
pendekatan win-win solution atas suatu permasalahan tertentu. Hal ini juga ditegaskan oleh
Handayaningrat (2010) bahwa koordinas dan komunikas adalah sesuatu ha yang tidak dapat
dipisahkan. Sdlain itu, Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan
(leadership) adalah tidak bisa dipisshkan satu sama lain, karena satu sama lain saling
mempengaruhi.

Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan
jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan
yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan menurut E.F.L.
Brech, koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokas
kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu
dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri (Hasibuan,
2012).

Menurut Hasibuan (2012) terdapat 4 (empat) syarat koordinasi, yaitu: sense of cooperation
(perasaan untuk bekerjasama), rivalry (persaingan), team spirit (saling menghargai), esprit de
corps (bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai). Dimanakeempat syarat inilah yang akan
dijadikan dimensi dari organisasi.

Hasibuan (2012) juga berpendapat bahwa fungsi koordinasi dalam sebuah organisasi antaralain:
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a.  Untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekcokan, dan kekembaran atau kekosongan
pekerjaan

b. Agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan
organisas

Cc. Agar saranadan prasarana dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan organisas

d. Supaya semua unsur mangiemen (6M) dan pekerjaan masing-masing individu harus
membantu tercapai nya tujuan organisas

e. Supayasemuatugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan

Penyuluhan agama merupakan satu rangkaian kegiatan atau proses dalam rangkamencapai tujuan
tertentu. Bagi proses penyuluhan agama tujuan merupakan salah satu faktor yang penting dan
sentral, yang memberi arah atau pedoman bagi langkah aktivitas penyuluah.

Sedangkan pengawas pendidikan agama Idam adalah pegawai negeri sipil di lingkungan
Depertemen Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap
pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di
madrassh dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan
administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Program Pendidikan Idlam bertujuan untuk meningkatkan akses, mutu, relevansi dan daya saing
serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan Pendidikan 1slam. Efektivitas program pendidikan
agama Idam ialah pencapaian hasil program pendidikan agama Idam berdasarkan tujuan yang
telah ditetapkan sebelumnya.

Sebagaimana aktivitas yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pembinaan kepribadian,
tentunya pendidikan Idam memerlukan landasan kerja yang memberi arah bagi programnya.
Sebab dengan adanyadasar dan jugafungsi sebagai sumber semuaperaturan yang akan diciptakan
sebagai pegangan langkah pelaksanaan dan sebagai jalur langkah yang menentukan arah usaha
tersebut.

Hal ini sesuai dengan penelitian di 1apangan bahwasanya dalam pel aksanaan program pendidikan
agama |dam tidak akan efektif tanpa adanya koordinasi yang baik antara penyuluh dengan
pengawas pendidikan agama Isam, selain itu koordinasipun tidak akan berjalan dengan baik
tanpa adanya pel aksanaan kebijakan pengembangan agama Islam yang efektif. Oleh karenanya
demi terwujudnya program pendidikan agama Idlam yang efektif maka diperlukan adanya
pengaruh dari koordinasi dan pelaksanaan kebijakan yang efektif pula

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014), pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan
yang dilakukan, sgjauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini
berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat disel esaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu,
biaya mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Sedangkan menurut Amin Tunggul Widjaya (1993) efektivitas adalah hasil membuat keputusan
yang mengarahkan meakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu
perusahaan atau pencapaian tujuan. Selanjutnya Permata Wesha (1992) mengatakan efektivitas
adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk
memberikan guna yang diharapakan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dibuat kesimpulan bahwa efektivitas program pendidikan
agama Islam ialah pencapaian hasil program pendidikan agama Islam berdasarkan tujuan yang
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telah ditetapkan sebelumnya. Dimana menurut Richard (2010) dimens efektivitas program
pendidikan agama Islam meliputi: 1) Optimasi Tujuan, 2) Perspektif Sistem, dan 3) Tekanan
Terhadap Perilaku.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi Koordinasi Penyuluh Agama Islam dengan Pengawas
Pendidikan Agama Idam terhadap efektivitas program pendidikan agama Idam yaitu diduga
kurangnya pemahaman mengenai tugas yang sebenarnya dan belum adanya suatu bidang yang
bertugas memantau dan mengarahkan kinerja penyuluh agama dengan pengawas pendidikan
agama |dam secara bersamaan.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil anadlisa datitistika, secara simultan, pelaksanaan kebijakan pengembangan
agama |sam terhadap koordinas penyuluh agama Islam dengan pengawas pendidikan agama
Islam untuk mewujudkan efektivitas program pendidikan agama Islam. Oleh karena itu, dalam
peningkatan pelaksanaan kebijakan pengembangan agama Idam dirasa perlu diadakannya
timabal balik semacam reward dan punishment agar |ebih giat dalam bekerja, sedangkan dalam
peningkatan koordinasi penyuluh dan pengawas perlu adanya sosialisasi ulang mengenai hakikat
koordinasi yang sebenarnya, dan untuk peningkatan efektivitas program dakwah perlu diadakan
semacam evaluas bersama agar program-program yang dibuat tidak monoton dan tujuan yang
diinginkan tercapai.
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